KEPUTUSAN MENTERT AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di
bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan
dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai

. model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitar-

nya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Perididikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 28 Tahun
1990 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemeririiqh Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1980 tentang Pendidikan Menengah:
/— B

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Momor 44 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia MNomor 15 Tanun
1984 tentang Susunan Crganisasi Departemen dengan
segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presidan
Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;

-

6. Keputusan Menieri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975,
Nomor 03/U/1975 dan  Nomor 36 Tahun 1975 tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agara
yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentana
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen
Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-
Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai

Teknis Keagamaan Departemen Agama;













AREOARGES

REIAR

KANTOR KABUPATEN BATANG HARI

KEMENTERIAN AGAMA

MUARA BULIAN

PIAGAM PERSETUJUAN PENDIRIAN
MADRASAH STANAWIYAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Batang Hari Nomor :

Kd.05.4/2/PP.08/89/2015 tanggal 08 Januari 2015,

dengan ini di berikan Piagam kepada :

Nama Madrasah : MTsN SRIDADI
: Kelurahan Sridadi
: Muara Bulian

: Batang Hari

Alamat
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Dengan Status Negeri dan diberikan
Nomor Statistik Madrasah

: Jambi
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 4g2 TAHUN 2021

TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah,
perlu menctapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Penerbitan
Surat  Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian
Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Batang Hari,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301); .

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembarani Negara Republik
Indonesia Nomor 5670); '

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5150) schagaimana telah diubal
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintal Nomor
17 Tahun 2010 lentang  Penpelolaan dan
Penyelenpparaan — Pendidikan — (Lembaran Nepara
Republik — Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5157),

O. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk
Sckolah  Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah,  Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1382);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan
olech Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan
Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah
Karena [lilang, dan Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI 3 BATANG HARI.

KESATU :  Memberikan Surat Keputusan Pengganti
Pendirian/Penegerian Madrasah kepada :
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